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5.1. Kesimpulan

1.

Perpindahan perwalian pada saat akad pernikahan pada KUA
disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: wali nasabnya itu tidak ada, ghaib,
mafqud, dipenjara dan juga adhal.

Perpindahan hak perwalian pada saat pernikahan harus melalui
beberapa tahapan dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Agama, yang dilaksanakan oleh KUA. Berkas
persyaratan yang diajukan oleh keluarga pasangan calon pengantin
akan diproses dan diverifikasi oleh Petugas di KUA. Proses verifikasi
dan validasi ini dilakukan beberapa kali, hingga melibatkan pihak
keluarga itu sendiri. Setelah diverifikasi, rencana perkawinan kemudian
diumumkan selama sepuluh hari kerja guna menghindari terjadinya
penyelundupan hukum atau akibat-akibat lain yang berpotensi

membatalkan pernikahan nantinya.

5.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti

bagi masyarakat Islam, terutama bagi para Kepala KUA dan stafnya. Oleh

karena itu, penulis merekomendasikan agar peraturan dan perundang-

undangan terkait perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali

hakim, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi

Presiden RI, dan Peraturan Menteri Agama RI tentang Wali Hakim, dapat

dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya

bagi pasangan calon pengantin yang beragama Islam.
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